BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telabh penulis lakukan, maka ditarik kesimpulan

sebagai berikut:
5.1  Kesimpulan
5.1.1 Lelang barang jaminan piutang negara yang dilakukan terhadap piutang
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Saran

yang timbul dari diikuidasi nya sebuah bank, diawali dengan peralihan
piutang tersebut dari tim likuidasi kepada Pemerintah melalui Departemen
Keuvangan (sekarang Kementrian Keuangan). Pelaksanaan lelang terhadap
barang jaminan tersebut ditempuh sebagai upaya penyelesaian piutang
kepada negara. Prosedur lelang barang jaminan piutang negara
ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang
serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007 tentang
pengurusan piutang negara.

Berdasarkan dengan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap
putusan Mahkamah AgungNomor 2530 K/Pdt/2016 yang berisi penolakan
terhadap permohonan pembatalan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terhadap objek yang
dimiliki Pemohon Kasasi yaitu Dr. Sukamdani Gitosardjono dan Hariyadi
B. Sukamdani, menurut pendapat penulis putusan tersebut belum sesvai
dengan Peraturan Menteri Knangan Nomor 128 Tahun 2007. Karena dalam
pelaksanaan lelang tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan
Undang-Undang, seperti kel_celiruan penerbitan surat panggilan dan surat
panggilan terakhir, surat paksa dan peribal penyitaan barang jaminan.
Kekeliruan ini sangat merugikan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi
telah kehilangan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang dalam
halpeperimaan Surat Panggilan untuk melakukan pembicaraan perihal

penyelesaian hutang.
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Agar pelaksanaan Lelang Eksekusi barang jaminan Piutang Negara dapat
Bexjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari dan
agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, maka diharapkan
semua pihak terkait khususnya Penyerah Piutang dan Pejabat Lelang yang
melaksanakan lelang eksekusi dapat menjalankan lelang tersebut sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku yaituPeraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 scbagimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

Berdasarkan penelitian penulis yang melibat bahwa Putusan Mahkamah
Nomor 2530 K/Pdt/2016 yang belum sesuai dengan Undang-Undang
dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007. Maka
saran Penulis tujukan kepada Pemohon Kasasi yakni Dr. Sukamdani Sahid
Gitosardjono dan Hariyadi B. Sukamdani untuk menempuh upaya hukum
selanjutnya yaitu Peninjauan Kembali. Karena, sebagai seorang manusia
sangat dimungkinkan hakim dalam membuat putusan pengadilan
melakukan kesalahan ataupun kekeliruan.
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